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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Syarat formal dalam menyelenggarakan RUPS tidaklah dapat disimpangi 

begitu saja dan tidak bisa dianggap tidak perlu. Termasuk halnya dalam 

prosedur pemanggilan pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS 

tahunan maupun RUPS-LB. Prosedur pemanggilan ini adalah syarat yang 

wajib dalam UUPT, dengan jelas dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT bahwa 

Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului dengan pemanggilan. 

Setelah itu dalam Pasal 81 ayat (1) ditegaskan kembali bahwa Direksi harus 

melakukan pemanggilan sebelum mengadakan RUPS, yang selanjutnya 

pemanggilan tersebut diatur dalam Pasal 82 UUPT. Dari rangkaian secara 

berurutan pasal yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan betapa 

pentingnya melakukan pemanggilan sebelum mengadakan RUPS. UUPT 

tidak mengatur tentang bagaimana atau akibat hukum apabila suatu RUPS 

tidak didahului dengan prosedur pemanggilan, tetapi setelah diteliti dan 

disimpulkan dari penjelasan yang terdapat dalam Bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa RUPS yang tidak didahului dengan pemenuhan 

prosedur pemanggilan, maka keputusan RUPS tersebut adalah tidak sah dan 

batal demi hukum. 

2. Pertanyaan rumusan masalah kedua ini merupakan pertanyaan lanjutan dari 

rumusan masalah pertama, yaitu ketika pembaca sudah mengetahui apa 

akibat hukum dari suatu keputusan RUPS yang tidak sah, maka bagaimana 

perlindungan hukum bagi pihak ketiga ? Perlindungan hukum yang 

dimaksud ialah bagaimana tindakan atau langkah yang dapat diambil dari 

pihak yang dirugikan, termasuk pihak ketiga yang beritikad baik harus 

mendapat perlindungan hukum dengan keputusan RUPS yang tidak sah 
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akibat tidak terpenuhinya prosedur pemanggilan. Sebab, pihak lain yang 

dirugikan maupun pihak ketiga terkadang tidak mengetahui aktivitas 

Perseroan dan latar belakang terjadinya keputusan RUPS tersebut, maka 

perlindungan hukum yang dapat dimintakan ialah ganti kerugian yang 

mereka alami. Besaran ganti kerugian yang dapat dimintakan dapat 

bervariasi, apabila para pihak – Perseroan dengan pihak yang dirugikan atau 

pihak ketiga – sepakat untuk mediasi atau secara kekeluargaan membahas 

tentang bagaimana penyelesaian masalah dan ganti kerugian akibat 

keputusan RUPS yang tidak sah tersebut, maka besaran kerugian akan 

ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Di luar itu apabila para 

pihak memilih jalan litigasi atau pengadilan, maka Majelis Hakim akan 

menentukan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran 

penelitian yakni sebagai berikut: 

1. UUPT tidak mengatur akibat dari suatu keputusan RUPS yang tidak 

memenuhi prosedur pemanggilan saham. Pasal 85 ayat (5) hanya mengatur 

penyimpangan terhadap apa yang diatur dalam ayat (1), (2) dan (3) dan sama 

sekali tidak meniadakan kewajiban pemanggilan RUPS yang diatur dalam 

Pasal 79 ayat (1), Pasal 80, serta Pasal 81 UUPT. Oleh karena itu, perlu 

diatur tentang bagaimana akibat dan sanksi dari pihak yang 

menyelenggarakan RUPS dengan tidak memperhatikan prosedur 

pemenuhan pemanggilan pemegang saham. Dengan adanya pengaturan 

tentang akibat hukum tersebut, maka selanjutnya juga pihak yang sudah 

terlanjur melakukan suatu tindakan atau perbuatan berdasarkan keputusan 

RUPS yang tidak sah tersebut dapat langsung mendapat perlindungan 

hukum berupa tuntutan hak ganti kerugian materiil dan/atau immateriil.  

2. Diaturnya perpanjangan atau dispensasi terhadap jangka waktu 

pemanggilan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (5) sebagai langkah preventif. 

Misalnya, jangka waktu paling lambat 15 hari sejak permintaan 
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penyelenggaraan RUPS diterima dengan dispensasi 3 hari. Hal ini untuk 

mencegah hal yang terjadi dalam kasus putusan PN Jombang dimana tidak 

ada yang dapat memperhitungkan kapan surat pemanggilan sampai di 

tangan setiap pemegang saham. 

3. Disarankan kepada setiap Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas 

untuk merumuskan hal prosedur penyelenggaraan RUPS tahunan maupun 

RUPS-LB dalam Anggaran Dasar sebaik dan selengkap mungkin untuk 

meminimalisir sengketa yang akan terjadi. 
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